
SALIilAN

KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 5 I /PP.04 .2-Kpt I 32r 8/Kab/VI I 2o2o

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN NOMOR 16 /PP.o4.2-Kptl3218 /Kab lrrtl2O2o
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN

DAI.AM PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGAT{DARAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O. yang menyatakan

bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang

ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Viru,s

Di.sease (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9

Desember 2O2O;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 258lPL.O2-Kpt/OL IKPU lVll2O2O tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak I"anjutan Tahun 2O2O, yang

b

menetapkan

J
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menetapkarl pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2O2O

dimulai dari tahapan yang tertunda yang dimulai sejak

tanggal 15 Juni 2O2O:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang

Penrbahan atas Kepuhrsan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Nomor t6lPP.O4.2-

Kptl3218/Kab/llll2O2O tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di

Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OL2 tentans

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2

Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 54941:,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kati diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintatr Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 128. Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 65L2);

Mengingat 1.

2.

3.Undang-Undang...
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6f 09);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah.

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Penrbahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupatenf Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pen-velenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Nesara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .
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Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 615);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169(PP.O4.2-

Kpt/O3/KPU lllll2O2O tentang Pembahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 /PP.O6.4-

KpI/O3/KPU /lU2O2O tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.O2-

Kpt/01 /WU /W|2O2O tentang Penetapan Pelalsanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2O2O;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 lPL.O2-Kptl 3218 lKab lW I 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Lanjutan Tatrun 2O2O;

Memperhatikan:1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 92 I BA I 321 8/ Kab/VI I 2O2O tentang

Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara

se Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020;

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441{PL.O2-

SD/OI IKPU lVll2O2O Perihal : Pengaktifan Kembali

Panitia Pemilihan Kecamatan IPPK dan Panitia

Pemungutan .
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2O2O

Tanggal: 12 Juni 2O2O;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN

PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR t6 tPP.O4,2-Kpt/ 3218 lr<ab lrru 2O2O TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIGUGUR

KABUPATEN PANGANDARAN DAI,AM PEI{YELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN

TAHUN 2O2O.

Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan

Suara di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupad dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana tercantum dalam

la.mpiran Keputusan yang menrpakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O di tingkat Desa

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan ttrgas Panitia

Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O.

Masa ke{a Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Dikhrm KESATU selama 8 (delapanl bulan, terhitung

sejak tanggal 15 Juni 2O2O sampai dengan 31 Januari 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

a

Ditetapkan
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Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 15 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd.

0-

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN
Bagran Huinrm,

/

Kamal

I
I
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I.AMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 5 1 /PP.o4 .2-Kpt I 3218 / Kab lvt / 2o2o

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR L6 lPP .o4 .2-Kpt I 32LB lr<ab I rtl / 2o2o

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN

PANGANDARAN DALAM PEI{TELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN

DAI.AM PEI.IYELENGGAILL{IV PEMIUHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

DESA NAMA

BUNTSARI

1. RAHMAT HIDAYAT L

2. FUJHI ANDRIA PERMANA L

at rrrrn A a ttt ?h?rFtt a <r a rt!j. vvll.rrl' ..1t LrL,rllIu:t, L).r1f P

CAMPAKA

1. SOLEH MA'MUN L

2. SUKIMAN L

3. WILI,A MAULIDA r

CIGUGUR

1. GUGUN ARTEF' F''TRMANSYAH L

2. AMAR SALAM L

3. FAJAR FIRMANSYAH L

i. ASEP SAEPUL AZ\Z MUHT'AR I,-rttr1\IT\rr-.lryllllu!

JENIS KELAMIN
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Z. LVLII^LIJLI\T rIAIVIIJIrII\T L,

3. MAMAN SUKMANA L

HARUMAI''[DAl,A

1. MU'MIN ZENAL ABIDIN L

2. ADI TRI PAUZI MUSLIM L

L3. HUSNI ABDI-IL. AZTZ

KERTAJAYA

1. DEBIT TAOPIKUL AZIZ, S.Pd, L

2. RISEU FITRIANI. P

3. EMPAY NURDIANSYAH, S.H
t
12

PAGERBUMI

1. SRI HAJAR GUSTI.ANI, S.IP. P

2. AHMAD DUSEP L

3. JAKARIA ANSORI, S.Pd. L

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 15 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd.

tf.

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PAIVGAIVDAITAN

UUU Hukum,y'"*u'

ll
t
I

.J

a
UJ
o-

*

SEKRETARI
ti
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